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Nama SOP PENCAIRAN DANA

Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang
Kementerian Pertanian.

5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan
Perakitan dan Modernisasi Pertanian

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja
Negara

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara

1. D3/81
2. Memiliki Sertifikat Bendahara
3. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Gaji dan Uang makan

SOP Permintaan Uang Persediaan

SOP Permintaan Tambahan uang Persediaan
SOP Permintaan Pembayaran LS, GU, GU KKP
SOP Permintaan Perjalanan Dinas
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1 Data/Informasi
2 Komputer
3 Printer
4 Kertas

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Keterlambatan penyampaian SPM dapat mengakibatkan terhambatnya pencairan dan
realisasi anggaran satker

Terdokumentasi dalam bentuk hard copy dan soft copy




SOP Pencairan Dana

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian kegiatan Bendahara | Verifikator | Pembuat PPK Iliztr}lj I"l("}rjn PPSPM KPPN B agk Kelengkapan | Waktu | Output
Pengeluaran SPM SPM dan BMN Operasional
Membuat Daftar Rincian DRPP, 30 DRPP,
Permintaan Pembayaran Faktur menit | Faktur -

1 | (DRPP) untuk dibuat ( > Pajak, SSP Pajak,
SPP, SPM dan SSp
ditandatangani PPK
Memeriksa SPP dan DRPP, 15 DRPP,
SPM dan mencocokan L 2 SPP,SPM, menit | SPP,SPM,

5 dengan DRPP terkait SSP, SSP,
antara akun belanja, Dokumen Dokumen
output beserta urgensi Kontrak, Kontrak,
yang terdapat pada SPM Nominatif Nominatif
Membuat SPP dan SPM DRPP, 15 DRPP,
sesuai DRPP yang telah 4 SPP,SPM, menit | SPP,SPM,
diperiksa kelengkapan SSP, SSP,

3 | dan kesesuaian atas akun Dokumen Dokumen
belanja, output dan nilai / Kontrak, Kontrak,
pengajuan dan transfer Nominatif Nominatif
ADK SPM
Mengajukan SPP dan DRPP, 15 DRPP,
SPM yang telah h{ SPP,SPM, | menit | SPP,SPM,

4 diverifikasi untuk /\ SSP, SSP,
ditandatangani PPK pada \/ Dokumen Dokumen
lembar SPP Kontrak, Kontrak,

Nominatif Nominatif
Mengajukan SPP dan DRPP, 20 DRPP,
SPM yang telah SPP,SPM, menit | SPP,SPM,
diverifikasi untuk SSP, SSP,
ditandatangani PPSPM 2 Dokumen Dokumen

5 | setelah terlebih dahulu Kontrak, Kontrak,
SPP ditandatangani PPK, Nominatif Nominatif
pada bagian PPSPM
diparaf Ketua Tim Kerja
Keuangan dan BMN

1




Menerima SPP dan SPM ADK, 15 ADK,
yang telah diverifikasi SPP,SPM, menit | SPP,SPM,
6 untuk ditandatangani | an Q SSP, Faktur SSP,
serta dilakukan OTP Pajak Faktur
PPSPM untuk diajukan Pajak
ke KPPN
Menerima dokumen ADK, 1 hari | ADK,
SPP,SPM yang teiah SPP,SPM, SPP,SPM,
7 ditandatangani PPSPM SSP, Faktur SSP,
untuk diterbitkan SP2D Pajak Faktur
ke bank operasional Pajak
sesuai data supplier
2 Menerima SP2D sesuai SPM, SP2D | 1 hari | SPM,
nilai yang diajukan SP2D
Penarikan dana pada SPM, SP2D | 1 hari | SPM,
9 | bank operasional atas SP2D
SPM yang diajukan
10 SP2D dicatat dalam SPM, SP2D | 5 SPM,
buku agenda menit | SP2D




